Lampiran 111 Peraturan Daerah
Nomor 10
Tanggal 27 Desember 2011

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi 1.19.01 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat
Sub Unit Organisasi 1.19.01.01 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.19.1.19.01.00.00.5 BELANJA 1.601.486.000,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.056.486.000,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 1.056.486.000,00 | PP No. 9 Tahun 2007
1.19.1.19.01.01.02.5.2 BELANJA LANGSUNG 545.000.000,00
1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.446.000,00
1.19.1.19.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.000.000,00
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.19.1.19.01.01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.698.000,00
1.19.1.19.01.01.07.5.2.1 Belanja Pegawai 7.698.000,00
1.19.1.19.01.01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.748.000,00
1.19.1.19.01.01.10.5.2.1 Belanja Pegawai 480.000,00
1.19.1.19.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.268.000,00
1.19.1.19.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.000.000,00
1.19.1.19.01.01.11.5. Belanja Pegawai 315.000,00
1.19.1.19.01.01.11.5. Belanja Barang dan Jasa 4.685.000,00
1.19.1.19.01.01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 5.000.000,00
119.1.19.01.01.14.5.2.1 Belanja Pegawai 315.000,00
1.19.1.19.01.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.685.000,00
1.19.1.19.01.01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00
119.1.19.01.01.15.5.2.1 Belanja Pegawai 315.000,00
1.19.1.19.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.685.000,00
1.19.1.19.01.01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000,00
1.19.1.19.01.01.17.5.2.1 Belanja Pegawai 300.000,00
1.19.1.19.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00
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1.19.01 . 16 . 02

1.19.01.16.02.5
1.19.01.16.02.5

1.19.01. 17

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan renja dan lakip SKPD

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Operasional pengelolaan administrasi keuangan daerah

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pengendalian keamanan lingkungan

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program pengembangan wawasan kebangsaan

25.000.000,00

25.000.000,00

62.302.000,00

32.002.000,00

32.002.000,00

22.300.000,00

480.000,00
21.820.000,00

8.000.000,00

380.000,00
7.620.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

19.000.000,00

8.500.000,00

5.915.000,00
2.585.000,00

10.500.000,00

10.350.000,00
150.000,00

162.000.000,00

22.000.000,00

300.000,00
21.700.000,00

140.000.000,00

80.305.000,00
59.695.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

7.840.000,00
17.160.000,00

122.252.000,00
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1.19.01.21
1.19.01.21.01
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Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Belanja Pegawai
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Santunan uang duka dan sakit bagi anggota hansip

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat ( FKDM )

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program pendidikan politik masyarakat

Penyuluhan kepada masyarakat ( pelatihan pengurus,parpol,ormas dan LSM tingkat propinsi )

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan data base partai politik

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

SURPLUS 7 (DEFISIT)

10.000.000,00

10.000.000,00

112.252.000,00

94.166.000,00
18.086.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

5.820.000,00
4.180.000,00

40.000.000,00

20.000.000,00

1.380.000,00
18.620.000,00

20.000.000,00

13.760.000,00
6.240.000,00

30.000.000,00

10.000.000,00

540.000,00
9.460.000,00

10.000.000,00

6.980.000,00
3.020.000,00

10.000.000,00

5.598.000,00
4.402.000,00

(1.601.486.000,00)
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SLAWI, 27 Desember 2011
WAKIL BUPATI TEGAL

MOCH.HERY SOELISTIYAWAN,SH.M.Hum
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